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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, atau organisasi) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan orang lain atau kelompok,baik langsung maupun tidak langsung.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan terutama anak yang masih tergolong anak. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Anak sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka.

Hak asasi anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan kewajiban dan meletakkan beban di pundak  pemerintah (negara) Republik Indonesia supaya memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsa Indonesia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak warga negara Indonesia antara lain telah dilakukan pemerintah (negara) Republik Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial.

Tindak pidana terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

“Tindak pidana yang sering terjadi pada anak biasa dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, bahkan penyalahgunaan wewenang”.
 Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut usia. Tindak kejahatan itu dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian. Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangan zaman, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang..

“Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gejala sosial yang namanya kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnahkan serta dihilangkan dari muka bumi. Ia tetap akan abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejahatan hanya dapat dibatasi ataupun diperkecil frekuensinya”.
 Salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat meresahkan salah satunya adalah kejahatan penculikan anak. Tindak pidana penculikan anak merupakan masalah sosial di Indonesia yang cukup serius, bahkan termasuk salah satu dari masalah sosial yang harus diberantas.  Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan inti Kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas kejahatan penculikan anak. Tindak pidana ini  merupakan perbuatan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Kejahatan penculikan anak ini sering dilakukan oleh beberapa faktor seperti karena faktor ekonomi dan ketiadaan keturunan yang menyebabkan keluarga tersebut menculik anak.

Semua jenis tindak pelanggaran hukum, selalu membuat resah masyarakat tidak terkecuali, penculikan terhadap anak. Setidaknya ada empat tujuan mengapa pelaku melakukan penculikan yaitu :

Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi illegal; 

Latar belakang untuk tebusan; 

Eksploitasi ekonomi; 

Penculikan anak yang nanti dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) anak. Tidak hanya itu untuk tujuan yang pertama yaitu praktik adopsi ilegal, penculikan anak dalam kasus ini, dilakukan oleh sindikat jaringan perdagangan manusia. terorganisir, sasarannya anak berusia di bawah satu tahun, untuk kasus praktik adopsi ilegal ini, biasanya penculikan anak terjadi di klinik, rumah sakit bersalin, serta pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Penculikan yang dilakukan pada anak dimana pelakunya datang dengan berbagai modus untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Mengetahui dan membahas secara lebih jelas mengenai tindak pidana penculikan anak, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi yang berjudul, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim)

Rumusan Masalah


Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah  :

Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penculikan anak di Indonesia ?.

Bagaimana pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim ?.

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim. ?

Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penculikan anak di Indonesia.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/ Pid.Sus/2024/ PN Sim.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim.

Manfaat Penelitian


Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana penculikan anak.

Secara Praktis :

Untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana penculikan anak.

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana penculikan anak.
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